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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan yang 
strategis dalam penyelengaraan pemerintahan daerah, karena DPRD memiliki 
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan DPRD adalah merupakan 
implementasi sistem Kolaborasi Kinerja Walikota sebagai Kepala Daerah 
mempunyai kedudukan yang sederajat, tetapi saling mengendalikan dengan 
DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Penelitian ini dilaksanakan di 
Kota Tanjungbalai dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat analisis 
kualitatif, artinya dengan bertitik tolak kepada aturan hukum yang berlaku dan 
berkembang serta melalui pembahasan bahan primer dan sekunder. Pelaksanaan 
kegiatan pengawasan dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yaitu pimpinan, 
komisi-komisi DPRD dan Panitia musyawarah melalui dengar pendapat, 
kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan reses. Dalam implementasinya 
fungsi legislasi itu adalah merupakan fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan 
Daerah (Perda) bersama Bupati/ Walikota sedangkan fungsi Anggaran adalah 
fungsi DPRD bersama Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan APBD  
yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan 
wewenang DPRD. Kekurang harmonisan antara DPRD dengan Pemerintah 
Daerah sebagai akibat dari pada pengawasan, dapat saja bersumber dari akibat 
perilaku pengawasan itu sendiri yang seolah-olah bertindak sebagai pihak yang 











Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kebijakan pemerintah 
dan dinamika politik bangsa sangat mempengaruhi pasang surut perkembangan, 
dan kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejak itu pola relasi 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengalami perubahan yang signifikan 
pasca amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 
Pemaparan tentang sejarah dan latar belakang hubungan Eksekutif dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah pada masa lalu, penting untuk 
memahami tentang mekanisme dan dinamika dibalik berbagai pembuatan 
kebijakan pada masa itu. Misalnya berkaitan dengan kebijakan politik pemerintah 
Orde Baru tentang hubungan pusat dan Daerah, hubungan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Eksekutif1. 
Bermacam kebijakan Pemerintahan orde baru diorientasikan untuk 
mewujudkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi secara optimal. 
Pemerintahan orde baru dalam membuat kebijakan dinilai bertentangan dengan 
demokrasi, misalnya menekan berbagai potensi kritis dimasyarakat yang dapat 
dianggap mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, termasuk kebijakan 
membatasi kebebasan partai-partai politik, represi terhadap partai politik, dan 
membatasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Peranan DPRD sebagai badan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak 
bisa dilepaskan dengan peranan badan Eksekutif  dalam sistem pemerintah 
Daerah, karena kedua lembaga inilah yang berperan menetapkan kebijakan politik 
dan Pemerintahan Daerah. 
Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut 
tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap 
DPRD tersebut. Sebab DPRD bukan lembaga tekhnis yang menjalankan 
peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan Daerah itu, 
                                               
1 Marzuki, Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala 
Daerah Dalam Ketata Negaraan Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung, 2011, Halaman 104 
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sementara justru dalam upaya menjalankan peraturan Daerah itulah terjadi 
benturan kepentingan antara rakyat dan pemerintah.  
Pemerintah Daerah justru memiliki agenda tersendiri yang dengan sengaja 
mengabaikan kepentingan rakyat sehingga dengan nyata bahwa DPRD tidak 
aspiratif. Dalam situasi yang diciptakan demikian maka Pemerintah Daerah dapat 
dengan mudah mendapatkan simpatik terhadap rakyat. 
Masyarakat mengharapkan kedua lembaga tersebut diatas sangat 
diharapkan dapat berperan besar untuk menciptakan tata Pemerintahan yang baik 
(good governance) serta dapat memegang teguh tata hubungan yang baik (checks 
and balances).  
Artinya bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus 
memenuhi akuntabilitas publik, sehingga diperlukan sebuah pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut. 
Fungsi inilah yang diperankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
sesuai dengan hakikatnya sebagai sebuah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang memiliki 3 (tiga) fungsi pokok yaitu fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan.  
Dalam implementasinya fungsi legislasi itu adalah merupakan fungsi 
DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Bupati/ Walikota 
sedangkan fungsi Anggaran adalah fungsi DPRD bersama Bupati/Walikota untuk 
menyusun dan menetapkan APBD  yang didalamnya termasuk anggaran untuk 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. 
Sedangkan fungsi pengawasan itu adalah fungsi DPRD untuk melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan 
keputusan Kepala Daerah (kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah). 
Dalam kerangka dasar Pengawasan oleh DPRD  seringkali masuk asfek 
yang paling tekhnis. Misalnya DPRD melakukan pengawasan terhadap 
pembangunan gedung atau fasilitas infrastruktur pengawasan seperti ini telah 
menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah Daerah. 
Campur tangan DPRD terhadap pengawasan mendirikan bangunan 
sebenarnya tidak perlu terjadi, sebab dari pihak Eksekutif sendiri telah ada 
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lembaga yang mengawasi atas realisasi terbitnya Izin Mendirikan Bangunan 
tersebut, begitu juga pengawasan DPRD terhadap pemanfaatan asset milik 
pemerintah Daerah, terkecuali adanya pelepasan asset barang tidak bergerak 
karena harus memperoleh persetujuan DPRD. 
Kekurang harmonisan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagai 
akibat dari pada pengawasan, dapat saja bersumber dari akibat perilaku 
pengawasan itu sendiri yang seolah-olah bertindak sebagai pihak yang mencari-
cari kesalahan sehingga terjadi ketidak harmonisan. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung data 
empiris. sedangkan sifat penelitian ini deskriptif analitis dengan pendekatan 
analisis data yang dipergunakan yaitu dengan memperhatikan Undang-undang 
nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
  
PEMBAHASAN 
Pemahaman terhadap fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi 
kebijakan Daerah, diperoleh dari teori yang ada sebelumnya namun disesuaikan 
dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada khususnya Undang-
Undang tentang otonomi Daerah. Seiring dengan hal tersebut maka Tinjauan 
Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori demokrasi, 
pemisahan Kekuasaan dan pembagian kekuasaan. 
Berdasarkan sejarah perkembangan pemikiran kenegaraan, gagasan 
pemisahan Kekuasaan secara horizontal pertama sekali dikemukakan oleh Jhon 
Locke dalam buku Two Treaties of Civil Government. Dalam buku tersebut Jhon 
Locke membagi  kekuasaan membagi tiga cabang yaitu : 
1. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislative power) 
2. Kekuasaan Eksekutif (executive power) 
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Dalam uraian Montesquieu membagi Kekuasaan Pemerintahan dalam tiga 
cabang yaitu :Kekuasaan membuat Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah), Kekuasaan untuk menyelenggarakan Undang-Undang (Eksekutif), dan 
Kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran Undang-Undang (yudikatif).   
Miriam Bidiardjo dalam buku-buku “dasar-dasar ilmu politik” membagi 
Kekuasaan secara vertikal dan horizontal2.  
Pembagian Kekuasaan secara horizontal (kesamping) melahirkan 
lembaga-lembaga negara ditingkat pusat yang berkedudukan sejajar seperti 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Eksekutif, dan yudikatif yang diatur dengan 
mekanisme Keseimbangan (cheks and balances), sedangkan pemecahan 
Kekuasaan secara vertikal melahirkan Pemerintahan Pusat  dan Pemerintahan 
Daerah otonom yang memikul hak desentralisasi. 
 
PERUMUSAN MASALAH  
DPRD harus mampu berfungsi sebagai penyeimbang dan penyelaras dari 
berbagai kepentingan. Harmonisasi kepentingan merupakan tugas penting yang 
perlu dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan oleh DPRD. Dengan 
demikian dalam hal ini perlu di lakukan Penelitian bagaimana Kolaborasi 
Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah Kota 
Tanjungbalai di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah. 
Agar tercapai Keseimbangan Kinerja antara Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Kepala Daerah dalam menjalankan APBD tersebut bersifat deskriptif 
karena peneliti berusaha mengetahui dan memaparkan informasi actual secara 
sistematis dan akurat dalam fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
terhadap APBD Kota Tanjungbalai. 
 
 
                                               
2 Miriam Bidiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan ke-29, PT.Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 1989, Halaman 138. 
  
 




KEWENANGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH 
Indonesia adalah negara demokrasi, untuk tegaknya negara demokrasi 
perlu diadakan pemisahan Kekuasaan negara ke dalam tiga poros Kekuasaan, 
yaitu Kekuasaan legislatif (pembuat Undang-Undang).  
Badan Perwakilan Daerah seperti di amanatkan Pasal 18 Undang-Undang 
Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan diharapkan agar dalam 
menjalankan pemerintahan di daerah juga bersendi atas dasar permusyawaratan, 
dan arti penting Badan Perwakilan Daerah DPRD menjadi atribut demokrasi 
dalam menjalankan pemerintahan daerah. 
Karena perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan 
normatif, bahwa pemerintah harus dijalankan atas kehendak rakyat yang diwakili 
oleh wakil rakyat yang ada di DPRD, maka DPRD memiliki posisi sentral yang 
tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat.  
Oleh karena itu antara lembaga legislatif di daerah maupun lembaga 
ekskutif di daerah harus dipisahkan, agar terjadi keseimbangan kinerja dalam 
menjalankan pemerintahan di daerah, begitu juga yang diamanatkan dalam 
pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014, terlihat corak Kekuasaan Kepala Daerah memiliki 
kewenangan yang lebih dominan dibandingkan dengan Kekuasaan DPRD, 
padahal di dalam Pasal 1 angka (4) menyatakan bahwa: “Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan 
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”  
Kemudian Pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah 
adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom.”  
Dari beberapa ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penyelenggara pemerintah daerah adalah Kepala Daerah, bersama-sama dengan 
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perangkat daerah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di 
samping itu DPRD juga merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, yang 
seharusnya merupakan lembaga terpisah dengan lembaga pemerintahan, tetapi 
kenyataannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa 
DPRD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah Daerah.  
Di dalam hukum administrasi, pengawasan diartikan sebagai kegiatan 
mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada 
kegiatan lain diluar itu. Pengawasan berbagai aktivitas yang telah digariskan 
dalam peraturan Perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam 
arti sesuai dengan apa yang dimaksud. 
Dengan demikian manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan 
untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan 
pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan 
semacam cross check atau pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah 
sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, demikian 
pula dengan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut.  
 
Antara DPRD dengan Kepala Daerah mempunyai hubungan pengawasan 
yaitu hubungan yang dimiliki baik sebagai anggota DPRD maupun DPRD sebagai 
kelembagaan terhadap Kepala Daerah sebagai pencerminan dari pemerintahan 
yang demokratis. 
Dengan maksud agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak 
menyimpang dari norma-norma dan peraturan perundang-undangan serta 
pedoman lainnya yang ditetapkan bersama atau yang digariskan oleh pemerintah 
yang lebih tinggi.  
Kemudian dari hubungan pengawasan tersebut melahirkan beberapa hak, 
yaitu meminta keterangan kepada kepala daerah, melakukan rapat kerja dengan 
kepala daerah atau perangkat daerah, mengadakan rapat dengar pendapat dengan 
kepala daerah, mengajukan pertanyaan dan hak menyelidiki, serta melakukan 
kunjungan ke lapangan, dan lain sebagainya.  
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Sebagai tindak lanjut dari hubungan pengawasan itu adalah hubungan 
pertanggungjawaban. Kesemua itu tercermin dalam Pasal 159 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai hak :  
a. Interpelasi 
b. Angket 
c. Menyatakan pendapat. 
 
Pengertian hak interpelasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 
159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak DPRD untuk 
meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah 
daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan 
bermasyarakat, dan bernegara. 
Yang dimaksud hak angket dalam penjelasan Pasal 159 ayat (3), Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan 
terhadap suatu kebijakan tertentu kepada daerah yang penting dan strategis serta 
berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga 
bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. 
Kemudian yang dimaksud hak menyampaikan pendapat seperti yang 
termuat dalam penjelasan Pasal 159 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala 
daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan 
rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak 
interpelasi dan hak angket.  
Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sebagai penyeimbang dari 
Kekuasaan Kepala Daerah yang diberikan kewenangan dalam menjalankan 
pemerintahan oleh Undang-Undang. 
Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam 
menjalankan tugasnya dalam rangka mensejahterakan rakyat seperti yang 
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
Karena DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tentu 
saja dalam melaksanakan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, 
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di samping itu juga menjalankan kontrol terhadap penggunaan anggaran agar 
tidak terjadi korupsi yang bisa merugikan daerah itu sendiri yang berimplikasi 
pada kerugian negara.  
Atas dasar prinsip normatif tentang fungsi pengawasan DPRD, dalam 
praktik kehidupan demokrasi sebagai lembaga legislatif memilki posisi sentral 
yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat.  
Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa lembaga DPRD sebagai 
wakil rakyat dapat mewakili rakyat secara utuh dan memilki kompetensi untuk 
memenuhi kehendak rakyat pula, agar Kepala Daerah sebagai lembaga ekskutif 
dapat mengimplementasikan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan 
oleh lembaga legislatif sebagai pencerminan kehendak rakyat di daerah, sehingga 
akan terjadi suasana seimbang antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota 
Tanjungbalai. 
Secara praktis hak-hak yang dimiliki oleh DPRD terkesan mandul dan 
tidak efektif, hal ini terjadi karena hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah 
yang begitu baik, sehingga terkesan kurang enak jika melaksanakan fungsi 
pengawasannya terlalu optimal.  
Keadaan yang terjadi seperti ini, tentu saja secara normatif bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam menjalankan 
pemerintahan antara Kepala Daerah dan DPRD juga tidak boleh ada rasa 
ketersinggungan di antara keduanya.  
Hal ini disebabkan karena antara Kepala Daerah dan DPRD adalah sama-
sama sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga kebersamaan dan 
rasa saling menghormati sangat diperlukan, karena tanggung jawab 
pemerintahdaerah itu bukan hanya berada pada Kepala Daerah, tetapi juga ada 
pada DPRD. 
Ketika Kepala Daerah mengadakan kerja sama dengan pihak lain, baik 
domistik maupun internasional, pemerintah maupun swasta, selalu melibatkan 
DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, maka rasa tanggung 
jawab DPRD juga diperlukan dalam menjalankan pemerintahan.  
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Oleh karena itu yang terjadi bukan menjalankan pengawasan secara 
optimal yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti hak 
interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, tetapi lebih kepada saling 
mengingatkan yang dikemas dengan rapat dengar pendapat dan lain sebagainya. 
Kemudian yang paling sering dilakukan adalah rapat-rapat dengar 
pendapat yang dilakukan oleh komisi-komisi yang membidangi dengan satuan 
perangkat daerah atau dinas-dinas pemerintah daerah, jadi tidak langsung dengan 
kepala daerahnya.  
Kemauan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan mengenai 
fungsi pengawasan DPRD terhadap Kepala Daerah belum bisa dilaksanakan 
secara optimal, seperti yang diharapkan pada doktrin pemisahan Kekuasaan, yaitu 
lembaga legislatif yang terpisah murni dengan lembaga eksekutif.  
Peran DPRD yang di format berdasarkan Undang-undang nomor 23  tahun 
2014 sudah cukup ideal dalam kontek demokrasi di Indonesia, hanya saja perlu 
ditegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah tidak 
sama dengan peran pengawasan yang dimiliki oleh DPR Republik Indonesia. 
 
POLA HUBUNGAN ANTARA DPRD DENGAN KEPALA DAERAH 
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah, kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra 
hubungan kerja (hubungan kewenangan). 
Hubungan tersebut antara lain:  
1. Hubungan yang berkenaan dengan pemilihan, sebagai hubungan yang 
paling awal terjalin antara DPRD dan Kepala Daerah sebagai perwujudan 
dari demokrasi. 
2. Hubungan dalam bidang legislasi, merupakan konskuensi dari pemerintah 
daerah yang berotonomi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah 
tangga daerah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat daerah. 
Untuk itu kepada DPRD dan Kepala daerah diberikan kewenangan untuk 
membuat dan menetapkan Perda. 
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3. Hubungan dalam bidang anggaran, merupakan hubungan kewenangan 
antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan RAPBD 
dan menetapkan APBD serta perubahan APBD dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah. 
4. Hubungan dalam bidang pengawasan, adalah hubungan yang dilakukan 
oleh DPRD secara sepihak terhadap Kepala Daerah sebagai pencerminan 
dari pemerintahan yang demokratis, dengan maksud agar dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak menyimpang dari aturan-
aturan yang telah ditetapkan bersama, juga tidak menyimpang norma-
norma dan peraturan Perundang-undangan lainnya. 
5. Hubungan dalam bidang pertanggungjawaban adalah hubungan yang 
sifatnya sepihak dari DPRD kepada Kepala Daerah dan dapat juga 
dikelompokkan ke dalam hubungan pengawasan, Karena pada hakikatnya 
pertanggungjawaban itu sendiri merupakan instrumen untuk melihat, 
mengevaluasi dan menguji sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan 
dalam suatu periode tertentu itu sudah terlaksana atau sebaliknya belum 
terlaksana sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan 
berdasarkan peraturan Perundang-undangan. 
6. Hubungan dalam bidang administrasi, yaitu hubungan yang berkenaan 
dengan pengangkatan pejabat daerah, seperti Sekretaris Daerah, dan lain 
sebagainya. 
 
Jenis hubungan dan wewenang antara DPRD dengan Kepala Daerah 
tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terlihat bahwa 
Kepala Daerah bukan merupakan penguasa tunggal di daerah, karena 











1. Agar terjadi keseimbangan kinerja dalam menjalankan pemerintahan di 
daerah, begitu juga yang diamanatkan dalam pertimbangan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014. Optimalisasi peran ini oleh karena sangat 
tergantung dari tingkat kemampuan anggota DPRD, maka salah satu upaya 
yang dilakukan dapat di identikkan dengan upaya peningkatan kualitas 
anggota DPRD. 
2. Dari peningkatan kualitas dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD 
dari sisi kemitraan sejajar dengan lembaga eksekutif dalam menyusun 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dari sisi kontrol 
adalah sejauh mana DPRD telah melakukan pengawasan secara efektif 
terhadap Kepala Daerah dalam pelaksanaan APBD atau kebijakan publik 
yang telah ditetapkan. 
3. Antara DPRD Kota Tanjungbalai dengan Kepala Daerah mempunyai 
hubungan pengawasan yaitu hubungan yang dimiliki baik sebagai anggota 
DPRD sebagai kelembagaan terhadap Kepala Daerah sebagai pencerminan 
dari pemerintahan yang demokratis.  
 
SARAN 
Perlu pengkajian yang lebih mendalam tentang kedudukan DPRD sebagai 
mitra Pemerintah Daerah, karena tugas dan wewenang DPRD yang harus 
diseimbangkan dengan tugas dan wewenang Kepala Daerah agar peran 
Keseimbangan Kinerja dapat berjalan dengan baik. 
Agar pengawasan DPRD dapat berdaya guna dan berhasil guna seharusnya 
DPRD membuat program kerja pengawasan tahunan yang disepakati bersama 
untuk dijadikan pedoman bagi alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan 
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